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PENETAPAN
Nomor 344/Pdt.P/2018/PA.Plh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut atas perkara permohonan perubahan biodata dalam akta cerai yang
diajukan oleh:

Kasmatdani bin Tabri, tempat, tanggal lahir Malang, 21 Mei 1971 (umur 47
tahun), Jenis Idenditas KTR, Nomor Identitas
6301092105710001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Petani, tempat tinggal di Dusun Sumber Agung RT.017 Desa
Durian Bungkuk Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah
Laut, sebagai "Pemohon",

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah membaca surat-surat perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya
yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor
344/Pdt.P/2018/PA.Plh tanggal 3 September 2018, mengajukan permohonan
Izin Poligami dengan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam surat

Permohonan;

Menimbang, bahwa dalam Surat Penetapan pada hari Selasa tanggal
4 September 2018 Nomor 344/Pdt.P/2018/PA.Plh Ketua Pengadilan Agama
Pelaihari telah menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili
perkara ini serta memerintahkan kepada Ketua Majelis Hakim yang telah
ditunjuk tersebut untuk menetapkan hari sidangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pencabutan perkara pada hari
Jum’at tanggal 7 September 2018 Pemohon menyatakan mencabut

perkaranya;
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Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara ini dibuat diluar
sidang sebelum ditetapkan hari sidang pertama dan menurut hukum perdata
pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkara ini dapat
dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-undang No.7
tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada

Pemohon;
Memperhatikan bunyi peraturan perundang-undangan dan hukum
lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;
MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor
344/Pdt.P/2018/PA.Plh dari Pemohon;

2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut

dalam register perkara;

3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.

91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Ditetapkan di : Pelaihari
Pada tanggal : 7 September 2018

Ketua Majelis

Fattahurridlo Al Ghany, S.H.l., M.SI.
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Perincian Biaya Perkara:
1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses : Rp 50.000,00
Biaya Panggilan ' Rp 0,00
Redaksi : Rp  5.000,00

Materai : Rp__6.000,00 .
Jumlah Rp 91.000,00
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